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KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 43 lPP.O4.2-Kpt!3218 /Kab /vr l2o2o
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN NoMoR 08 / PP. 04 .2-Kpt | 321 8 / Kab / It / 2o2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

DAI,AM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Pembahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Tahapan, Program

dan Jadwa1 Penvelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wati Kota Tahun 2O2O, yang men5ratakan

bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang

ditunda karena te{adi bencana nonalam Corona Virus

Disease (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9

Desember 2O2O:

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 258lPL.O2-Kpt/Ol IKPU lVll2O2O tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tatrun 2O2O, yang

menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur
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Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O

dimulai dari tahapan yang tertunda yang dimulai sejak

tanggal 15 Juni 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan humf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor O8|PP.O4.2-

Kpt I 3218 /Kab /ll / 2O2O tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

Undang-Undanq Nomor 2l Tahun 2012 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5+9a.1 ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2074 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tartbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentanq Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65L21;

Mengingat 1.

2.

3.Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Frovinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota. Pembentukan dan Tata Keda

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor 818! sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh. dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara.

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1a98);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2}lg
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 9O5) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Penrbahan Ketiga atas

Peraturan
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ot9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 61 5);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169{PP.O4.2-

KpI/O3/KPU /llU2O2O tentang Pembahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 661PP.O6.4-

Kpt/Os IKPU lll /2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembenhrkan Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Pen5relenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258|PL.O2-

KpI/O1/KPU/U l2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 /PL.O2-Kptl 3218 /Kab lVl I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 89 lBAl 32L8 /Kab lVl l2O2O tentang

Pengalrtifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan se Kabupaten Pangandara.n dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.O2-

SD/01 ll<PV lWl2O2O Perihal : Pengaktifan Kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2O2O

Tanggal : 12 Juni 2O2O;

MEMUTUSKAN
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN NOMOR 08/PP.04 .2-Kpt / 3218/Kab/Ir I 2O2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANGANDARAN

KABUPATEN PANGANDARAN DAI,AM PET\TYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan:

NO. NAMA L\P AI,AMAT
1 or rf,T A i.TrT\ar.ar !,rn,I r l, r

LJ
T\r rcar rl.r or TL A Ir A Rr A trl-l LJ rJ u lI lJ U I'Laaivlf}'iIi-rt I

RT 06 RW 01,

Di'SA PUiTtsATJAYU,

KECAMA'TAN

PANGANDARAN

2 AGUS SOFITAI..I L DUSUN PADASUKA

RT 02 RW 15,

DESA WONOHARJO,

KECAMATAN

DANT:lANNAPAN

3 SAEPUL MISBAHUDIN, S.Pd.Si. L DUSUN WONOHARJO

NI l!,Z I\YV II,

DESA IWONOHARJO,

KECAMATAN

PANGANDARAN

4 MUHAMAD SUPRIYO, S.E. L DUSUN BOJONGJATI

RT 01 RW 04,

DESA PANANJUNG,

KE.CAMATAI{

PANGANDARAN

.E ivii i\ Lrl-\iJli,iil' Y IJ U U UI'{ !V UI\ LJTIAf(J IZ

RT 03 RW 09,

DESA. . .
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DESA $/ONOHARJO,

KECAMATAN

t'41\G,a\I\l)lil{-A$l

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

: Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU menrpakan penyelenggua Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat

Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnSra. ber-oedoman

pada ketentrran peraturan pemndang-undangan.

: Segala bia"va yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pen5relenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

: Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan,

terhitung sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31

Januari 2021.

: Keputusan ini mulai berlalm pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

GANDARAN

ttd

bpaglan Hukum,
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